SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
BISNIS ONLINE INVESTASI BOBONG
(PUTUSAN NOMOR 360/PID.B/2017 /N JKT.BRT)

SEKOLAY 4
NGGI 10
SUMPAY ppxs U HUKyMm
202:""04

Dipindai dengan CamScanner



Nama . APRIANSYAR

—-— 011800044
Program Studi . ILMU HUKUM
Jurusan . ILMU HUKOM
Judul Skripsi . SANSKY

z ¥ _.M

Dipindai dengan CamScanner




SANKSTHUKUM FELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE
ENVESTANE BODONG (PUTUSAN NOMOR 360/P1D.B/2017/PNJKT.BRT)
Fenlis, Fembimbing Pertama,
APRIANSY AN Dr. 1 YULL ASMARA TRIPUTRA, SH,, M.Hum.
1 THOO044 Pembimbing Kedua,
ENNI MERITA, SH., MH,

ABSTRAK
Prakiek investasi bodong mery pakan pelanggaran terhadap beberapa peraturan
perndang-undangan terkait, meliputi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pajak
Fertambahiann Nilal dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, KUHPerdata khususnya
Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1538; KUHPidana khususnya Pasal 378 tentang
Penipuan, dan Pagal 372 lentang Penggelapan; terakhir adalah pelanggaran terhadap
Undang-Undang tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 1 point 4; Pasal 3 ayat
(1) hural a tentang kepastian hukum; Pasal 14 huruf a tentang kepastian hak, hukum,
dan perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui dan menjelaskan
analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis
online dan Faktor — faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan
hulcum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online.
Sesual dengan ruang lingkup dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya,
mika metodelogi yangn digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
hukum — normatif  yang  bersifat cksploratoris, karena tidak memerlukan
hipotesa.Dalam  penyususnsn  skripsi  ini, menggunakan metodologi penelitian
kepustakaan (Library Research), yaitu dengan membaca dan mempelajari buku —
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Perdasarkan wrakan terdahulu. maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikul

adan Dwan Nomor 360P 4 B2017 PNUKLBR terhadap pelaku pentpuan

.' S tindak pidana hisnis online investasi bodong di jatuhi sanksi berupa pidana
4 (empad) tahun, sehagainana dikuatkan putusan pengadilan tinggi DKI
p Nomer JPIDVITPTDKL dan Kemudian Putusan Mahkamah Agung
a 100K PID201S.

aktor terkait dengan hambatan dalam pencgakan hukum terhadap tindak
3 penipuan berbasis bisnis online yaitu pertama faktor hukum itu sendiri
aa masih adanya aturan varg belum menjelaskan secara spesifik terhadap
 pidaa penipun berbasis peripuan bisnis online, 94 kedua faktor penegak
. dimana masih ada aparat penegak hukum yang belum memahami terhadap

turan yang ada sehingga dulam implementasinya masih menjadi multitafsir,

faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum yang dapat
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